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KATA PENGANTAR 

 

uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Tahunan se-

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 ini dapat 

kami sajikan.  

  

Penyusunan Laporan Tahunan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 

143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur 

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  

Nomor: 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal  26 November 2018 Tentang Penyusunan 

Laporan Tahunan Tahun 2018. 

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2018 yang meliputi 

tugas pokok dan tugas penunjang yaitu bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, 

kesekretariatan, bidang pengawasan serta bidang pembangunan sarana prasarana fisik, 

pengembangan Teknologi Informasi dan Perbaikan Sistem dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan 

terwujud. 

Hal tersebut selaras dengan tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 

mempercepat tercapainya Visi Mahkamah Agung RI. 

Demikian Laporan Tahunan ini disajikan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

dan informasi serta sebagai bahan evaluasi yang berguna bagi seluruh badan peradilan di 

Indonesia khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se - D.I. 

Yogyakarta dalam rangka mewujudkan lembaga Peradilan Yang Agung. 

 

Yogyakarta,        Januari 2019 

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

 

 

 

HARYANTO, S.H., M.H 

NIP. 19530419 198103 1 001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan pilot project reformasi 

birokrasi sejak tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun 

program dan kebijakan serta mengimplementasikan secara terus menerus. Kebijakan ini 

sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan 

Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-

2035 yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna 

lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan 

peradilan secara utuh. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di 

bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri di bawahnya 

senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan 

pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan Yang Agung (Court of Excellence).  

Beberapa kebijakan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dalam  mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan yang 

Agung (Court of Excellent) diantaranya adalah dikeluarkannnya Maklumat Ketua 

Mahkamah Agung  serta dilakukannya Akreditasi Penjaminan Mutu dan Lomba Inovasi 

Pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Akreditasi 

Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya 

Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan  baik  kepada pencari keadilan 

maupun masyarakat pada umumnya.  

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membentuk Tim Akreditasi 

Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan 

penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh 

Indonesia. Dengan tujuan yang sama, berbagai Regulasi juga telah dikeluarkan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengatur secara teknis, antara lain SK 

KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 

Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Perma No. 7 Tahun 2016 tentang 

Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 

Berada Dibawahnya, Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan 

Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya 
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dan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 

(Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada 

Dibawahnya. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas 

kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi 

pastinya sedikit banyak menghadapi kendala/rintangan yang harus dihadapi. Terdapat 

beberapa masalah yang menerpa dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas di 

sepanjang tahun 2017. Upaya menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, Ketua 

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 

01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan Surveilan / 

Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu pada 2 (dua) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan 

Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari untuk melihat penerapan Standar 

Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum. 

Hal tersebut merupakan sebagian kecil dari penerapan Kebijakan dan Regulasi 

yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan 

Negeri dibawahnya yang semata-mata untuk mencapai cita-cita pembaruan badan 

peradilan dan mewujudkan Pengadilan Yang Agung (Court of Excellence).  

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, 

memutus dan mengadili perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara 

tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa 

kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok 

tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai kawal depan 

(voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, 

melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah 

hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun 

statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan 

negeri di wilayah hukumnya. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi:  

1. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta Klas IA 

2. Pengadilan Negeri Sleman Klas IA 

3. Pengadilan Negeri Bantul Klas IB 

4. Pengadilan Negeri Wates Klas IB 
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5. Pengadilan Negeri Wonosari Klas II 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyusun Laporan Tahunan yang berisi dari 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2018 

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi 

stakeholder yang telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

Laporan Tahunan ini merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan 

tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta sebagai bahan refleksi bagi kinerja seluruh 

komponen Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terlibat dalam pemberian dukungan teknis 

dan administrasi. Selain itu Laporan Tahunan ini sebagai bekal untuk memproyeksikan 

perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta. 

 

B. SEJARAH PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 

Sebelum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibentuk adalah merupakan wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Semarang, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta yang meliputi wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

melakukan operasionalnya.  

Pengadilan Tinggi Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI pada 

tanggal 7 Mei 1981 di Gedung Agung Yogyakarta dengan dihadiri Ketua Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta, Bambang Surono, SH., dan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 

Suparno, BA. 

Didalam operasionalnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami beberapa 

perpindahan tempat, pada awal berdirinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta beralamat di Jl. 

Trikora No. 1980 Yogyakarta pada tanggal 29 Juli tahun 1980 dengan Ketua Pengadilan 

Tinggi pertama kali yaitu Bapak Surono S.H. kemudian pada tanggal 27 Mei 1986 kantor 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipindah ke Jl. Prof. DR. Soepomo No.10 Yogyakarta. 

Pada saat gempa menguncang Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2007 kantor Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta rusak parah untuk sementara kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta  

menumpang di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kapas No. 10 

Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 2010, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menempati gedung 

baru untuk melaksanakan semua Tugas Pokok dan Fungsinya yang beralamatkan di 

Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.  
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Berdasarkan Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 166/KEP/2017 

Tentang Penamaan Jalan Arteri (Ring Road) Yogyakarta, Alamat Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta berubah menjadi Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., telah diresmikan 

oleh Gubernur D.I. Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2017 dan telah dilaporkan kepada 

Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia dan 

Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta. 

 

C. VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA YANG AGUNG” 

 

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

 

Tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

3. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan 

kepuasaan pengguna terpenuhi. 

4. Mengembangkan sistem self assesment secara periodik dan berjenjang. 

 

D. PROGRAM KERJA 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan program kerja yang dilaksanakan 

dalam satu tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk 

kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang lebih rinci pada Petunjuk Operasional Kegiatan 

(POK) DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun program kerja tersebut adalah 

sebagai berikut :  

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 
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3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 

Mahkamah Agung. 

 

E. RENCANA STRATEGIS 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat sasaran strategis yang menjadi 

prioritas rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2015-2019 dalam rangka 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta di atas serta untuk 

menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Adapun sasaran strategis 

yang ditetapkan antara lain: 

1. Peningkatan penyelesaian perkara. 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Access To Justice). 

4. Peningkatan kualitas pengawasan. 

5. Peningkatan pelayanan informasi publik. 

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana. 

8. Peningkatan kualitas perencanaan. 

9. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga. 

10. Peningkatan layanan kepegawaian. 

11. Peningkatan pengelolaan keuangan. 

12. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pengembangan teknologi 

informasi. 
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BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK 

 

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)  

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan PERMA 

7  Tahun 2015. 

KETUA

WAKIL KETUA

Majelis Hakim

Panitera

Panitera Muda
Perdata

Panitera Muda
Pidana

Panitera Muda
Pidana Khusus

Tipikor

Panitera Muda
Hukum

Kelompok Jabatan Fungsional
- Panitera Pengganti
- Pranata Peradilan

Sekretaris

Kabag Umu m 
dan Keuangan

Kabag Perencanaan
dan Kepegawaian

Kasubag 
Keuangan

dan 
Pelaporan

Kasubag 
Tata Usaha

dan
Rumah Tangga

Kasubag 
Kepegawaian
dan Teknologi

Informasi

Kasubag 
Rencana 
Program

dan 
Anggaran

Kelompok Jabatan Fungsional
- Arsiparis
- Pustakawan
- Bendahara
- Pranata Komputer

 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

 

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta berbeda dengan Pengadilan Negeri lainnya di wilayah 

D.I. Yogyakarta dikarenakan juga merupakan Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial. 

KETUA

WAKIL KETUA

Majelis Hakim

Panitera

Kelompok Jabatan Fungsional
- Panitera Pengganti
- Pranata Peradilan

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional
- Arsiparis
- Pustakawan
- Bendahara
- Pranata Komputer

Sub Bagian
Umum

dan
Keuangan

Sub Bagian
Kepegawaian

dan 
Ortala

Sub Bagian
Perencanaan,

IT dan 
Pelaporan

Panitera Muda
Pidana Khusus

Tipikor

Panitera Muda
PHI

Panitera Muda
Hukum

Panitera Muda
Perdata

Panitera Muda
Pidana

 

Gambar 2.2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta 
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KETUA

WAKIL KETUA

Majelis Hakim

Panitera

Panitera Muda
Perdata

Panitera Muda
Pidana

Panitera Muda
Hukum

Kelompok Jabatan Fungsional
- Panitera Pengganti
- Pranata Peradilan

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional
- Arsiparis
- Pustakawan
- Bendahara
- Pranata Komputer

Sub Bagian
Umum

dan
Keuangan

Sub Bagian
Kepegawaian

dan 
Ortala

Sub Bagian
Perencanaan,

IT dan 
Pelaporan

 

Gambar 2.3 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IA, IB dan II 

 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai 

tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 antara lain : 

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata, pidana 

biasa, pidana anak dan tipikor di tingkat banding. 

2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan 

terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di 

daerah hukumnya. 

3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat 

tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta. 

4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang- undang. 

5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama. 
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1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

Rekapitulasi SOP Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode 2018 dapat digambarkan  

dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

 

 

Sedangkan SOP Pengadilan Negeri Se D.I. Yogyakarta Periode 2018 adalah sebagai 

berikut : 
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Grafik 2.1 : Rekapitulasi SOP Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Tahun 2018
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Adapun Rekapitulasi SOP Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se D.I. Yogyakarta Tahun 2018 dalam bentuk matriks 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1 : Rekapitulasi SOP Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 

No 
Satuan 

Kerja 

Kepaniteraan Kesekretariatan 

Jumlah 

Keterangan 

Kepan 

Perdata 

Kepan 

Pidana 

Kepan 

Hukum 

Kepan 

Tipikor 

Sub Bag 

Keuangan 

dan 

Pelaporan 

Sub Bag 

Rencana 

Program 

dan 

Anggaran 

Sub Bag 

Kepegawaian 

dan TI 

Sub Bag 

TU RT 

Tanggal 

Revisi 

Tanggal 

Disahkan 

1 Pengadilan 

Tinggi 

Yogyakarta 

2 8 13 5 23 6 22 15 94 14-08-2018 
14-08-

2018 

 

Tabel 2.2 : Rekapitulasi SOP Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2019 

No Satuan Kerja 

Kepaniteraan Kesekretariatan 

Jumlah 

Keterangan 

Kepan 

Perdata 

Kepan 

Pidana 

Kepan 

Hukum 

Kepan 

Tipikor 

Sub Bag 

Kepegawaian 

Sub Bag 

Umum dan 

Keuangan 

Sub Bag 

Perencanaan, 

TI dan 

Pelaporan 

Tanggal 

Revisi 

Tanggal 

Disahkan 

1 PN Yogyakarta 12 40 19 22 27 19 12 151 
  

2 PN Sleman 13 16 12 -  8 14 13 76 
  

3 PN Wates 10 15 11 - 20 18 10 84 
  

4 PN Bantul 10 16 12 - 11 16 24 89 
  

5 PN Wonosari 14 17 13 - 16 20 10 90 
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2. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja PNS, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan  Negeri se D.I. Yogyakarta 

telah menyusun SKP tahun 2018 dengan rekapitulasi sebagai berikut : 

Tabel 2.3 : Rekapitulasi SKP Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 

No 
Sasaran Kerja Pegawai  

(SKP) 

Jumlah  

Kegiatan 
Satuan 

1 Ketua 11 Kegiatan 

2 Wakil Ketua  10 Kegiatan 

3 Hakim Tinggi 5 Kegiatan 

4 Hakim Yustisial 1 Kegiatan 

5 Panitera 10 Kegiatan 

6 Panitera Muda Pidana 15 Kegiatan 

7 Panitera Muda Perdata 14 Kegiatan 

8 Panitera Muda Hukum 9 Kegiatan 

9 Panitera Pengganti 10 Kegiatan 

10 Sekretaris 15 Kegiatan 

11 
Kepala Bagian Umum dan 

Keuangan 
7 Kegiatan 

12 
Kepala Bagian Perencanaan dan 

Kepegawaian 
5 Kegiatan 

13 Ka Sub Bag Kepegawaian dan TI 19 Kegiatan 

14 
Ka Sub Bag Rencana Progran dan 

Anggaran 
12 Kegiatan 

15 
Ka Sub Bag Keuangan dan 

Pelaporan  
24 Kegiatan 

16 
Ka Sub Bag Tata Usaha dan 

Rumah Tangga 
18 Kegiatan 

17 Staf Sub Bag Kepegawaian dan TI 15 Kegiatan 

18 
Ka Sub Bag Rencana Progran dan 

Anggaran 
14 Kegiatan 

19 
Ka Sub Bag Keuangan dan 

Pelaporan  
36 Kegiatan 

20 
Ka Sub Bag Tata Usaha dan 

Rumah Tangga 
10 Kegiatan 
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Tabel 2.4 : Rekapitulasi SKP Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2018 

 

No 

Sasaran Kerja 

Pegawai  

(SKP) 

PN Yogyakarta PN Sleman PN Bantul PN Wates PN Wonosari 

Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan Jml Satuan 

1 Ketua 13 Kegiatan 8 Kegiatan 6 Kegiatan 21 Kegiatan 10 Kegiatan 

2 Wakil Ketua  17 Kegiatan 5 Kegiatan 7 Kegiatan 21 Kegiatan 10 Kegiatan 

3 Hakim  13 Kegiatan 11 Kegiatan 6 Kegiatan 17 Kegiatan 4 Kegiatan 

4 Panitera 16 Kegiatan 6 Kegiatan 8 Kegiatan 36 Kegiatan 18 Kegiatan 

5 Wakil Panitera - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 

6 
Panitera Muda 
Pidana 

11 Kegiatan 7 Kegiatan 12 Kegiatan 34 Kegiatan 13 Kegiatan 

7 
Panitera Muda 
Perdata 

6 Kegiatan 7 Kegiatan 11 Kegiatan 30 Kegiatan 11 Kegiatan 

8 
Panitera Muda 
Hukum 

11 Kegiatan 8 Kegiatan 14 Kegiatan 36 Kegiatan 11 Kegiatan 

9 
Panitera Muda 

PHI 
9 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 

10 
Panitera Muda 
TIPIKOR 

10 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 

11 
Panitera 
Pengganti 

20 Kegiatan 15 Kegiatan 12 Kegiatan - Kegiatan 13 Kegiatan 

12 Jurusita 7 Kegiatan 12 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 

13 
Jurusita 

Pengganti 
10 Kegiatan - Kegiatan 3 Kegiatan 7 Kegiatan 5 Kegiatan 

14 Sekretaris 12 Kegiatan 7 Kegiatan 11 Kegiatan 9 Kegiatan 14 Kegiatan 

15 

Ka Sub Bag 

Kepegawaian 

dan Ortala 

17 Kegiatan 13 Kegiatan 12 Kegiatan 13 Kegiatan 12 Kegiatan 

16 

Ka Sub Bag 

Umum dan 
Keuangan 

17 Kegiatan 6 Kegiatan 9 Kegiatan 7 Kegiatan 14 Kegiatan 

17 

Ka Sub Bag 
Perencanaan, 

 TI dan 

Pelaporan 

10 Kegiatan 13 Kegiatan 24 Kegiatan 20 Kegiatan 12 Kegiatan 

18 

Staf 

Kepaniteraan 

Pidana 

6 Kegiatan 21 Kegiatan 33 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 

19 

Staf 

Kepaniteraan 
Perdata 

9 Kegiatan 33 Kegiatan 15 Kegiatan - Kegiatan 11 Kegiatan 

20 
Staf 
Kepaniteraan 

Hukum 

9 Kegiatan 29 Kegiatan 11 Kegiatan - Kegiatan 8 Kegiatan 

21 

Staf 

Kepaniteraan 

PHI 

9 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 

22 

Staf 

Kepaniteraan 

Tipikor 

7 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 

23 

Staf Sub Bag 

Kepegawaian 
dan Ortala 

9 Kegiatan 17 Kegiatan 13 Kegiatan 10 Kegiatan 8 Kegiatan 

24 
Staf Sub Bag 
Umum dan 

Keuangan 

10 Kegiatan 86 Kegiatan 21 Kegiatan 24 Kegiatan 20 Kegiatan 

25 

Staf Sub Bag 

Perencanaan, 

 TI dan 

Pelaporan 

21 Kegiatan 11 Kegiatan 17 Kegiatan 16 Kegiatan 7 Kegiatan 
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B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA  

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan mewujudkan performa / kinerja Peradilan 

Indonesia yang unggul / prima (Indonesian Court Performance Excellent – ICPE). 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah 

mendapatkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat sebagai berikut: 

Tabel 2.5 : Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu 

No Satker 
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu 

Tahun Pelaksanaan Predikat 

1 PT Yogyakarta 2018 A 

2 PN Yogyakarta 2016 A 

3 PN Sleman 2016 A 

4 PN Bantul 2017 A 

5 PN Wates 2017 A 

6 PN Wonosari 2017 A 

Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilakukan Surveilan oleh Tim Assemen 

Badilum, yang sebelumnya mendapatkan predikat B mengalami kenaikan predikat 

menjadi A “Excellent”. Dengan predikat tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

mempunyai kewenangan untuk melakukan Surveilan ke Pengadilan Negeri yang 

antara lain telah dilaksanakan pada 2 (Dua) Pengadilan Negeri sebagai berikut :  

Tabel 2.6 : Pelaksanaan Surveilan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 

No Satker Pelaksanaan 

1 PN Wates 17 Desember 2018 

2 PN Wonosari 19 Desember 2018 

 

2. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 

Pos bantuan hukum merupakan layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan tingkat 

pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis 

hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Adapun anggaran 

Posbakum Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.7 : Anggaran Posbakum Tahun 2018 

No Satker 
Anggaran Posbakum 

Alokasi Anggaran Realisasi 

1 PN Yogyakarta 48.000.000 47.900.000 

2 PN Sleman 31.200.000 31.115.000 

3 PN Bantul 31.200.000 31.200.000 
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No Satker 
Anggaran Posbakum 

Alokasi Anggaran Realisasi 

4 PN Wates 31.200.000 31.200.000 

5 PN Wonosari 48.000.000 45.400.000 

 

3. PELAYANAN TERPADU DAN SIDANG KELILING  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

Adapun Tujuan Penerapan PTSP adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. 

2. Mempersingkat proses pelayanan. 

3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, 

dan terjangkau. 

4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah 

menerapkan PTSP beserta aplikasi PTSP-nya sehingga dapat menyederhanakan 

prosedur pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan diterapkannya PTSP.  

 

Gambar 2.4 : PTSP pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta 
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Gambar 2.5 : PTSP pada Pengadilan Negeri Yogyakarta 

 

 

Gambar 2.6 : PTSP pada Pengadilan Negeri Sleman 
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Gambar 2.7 : PTSP pada Pengadilan Negeri Bantul 

 

 

Gambar 2.8 : PTSP pada Pengadilan Negeri Wates 
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Gambar 2.9 : PTSP pada Pengadilan Negeri Wonosari 

 

Dalam pelaksanaannya juga diterapkan sistem antrian untuk setiap layanan yang ada 

dalam PTSP. 

Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan Pengadilan Negeri di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang melaksanakan sidang keliling pada Tahun 2018 

yaitu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 2 (dua) kali perkara tilang dan 4 (empat) kali 

perkara tindak pidana ringan. 

 

4. PERKARA PRODEO 

Perkara prodeo merupakan perkara yang dibiayai oleh pembebasan biaya perkara yang 

berasal dari DIPA. Adapun anggaran perkara prodeo Pengadilan Negeri se D.I. 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.8 : Anggaran Perkara Prodeo Tahun 2018 

No Satker 
Anggaran Perkara Prodeo 

Alokasi Anggaran Realisasi 

1 PN Yogyakarta 3.950.000 161.000 

2 PN Sleman 2.000.000 876.000 

3 PN Bantul 0 0 

4 PN Wates 1.580.000 0 

5 PN Wonosari 1.580.000 0 

 

5. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah 

menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk lebih meningkatkan 
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pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Informasi dilaksanakan berdasarkan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan serta Penanganan Pengaduan 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System). Setiap pengaduan masuk yang 

ditujukan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri tersebut telah diinput dalam 

aplikasi SIWAS MA RI dengan alamat : siwas.mahkamahagung.go.id.  

Adapun rekapitulasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan pada 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.9 : Rekapitulasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Tahun 2018 

No Satker Pelayanan Informasi Pengaduan 

1 PT Yogyakarta 2 5 

2 PN Yogyakarta 181 0 

3 PN Sleman 318 1 

4 PN Bantul 117 0 

5 PN Wates 306 0 

6 PN Wonosari 1.721 0 

Jumlah 2.645 6 

 

6. E-COURT  

Sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI telah 

memberlakukan Aplikasi e-Court dengan alamat : ecourt.mahkamahagung.go.id. 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah 

melaksanakan e-Court sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 2.10 : Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 

No Advokat dalam e-Court Jumlah 

1 Advokat Terdaftar 1.338 Advokat 

2 Advokat Belum Verifikasi 85 Advokat 

3 Advokat Telah Verifikasi 344 Advokat 
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Tabel 2.11 : Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2018 

No Satker 
Jumlah Perkara Masuk yang 

didaftarkan melalui e-Court 

1 PN Yogyakarta 1 Perkara 

2 PN Sleman Nihil 

3 PN Bantul Nihil 

4 PN Wates 1 Perkara 

5 PN Wonosari Nihil 

 

Tahun 2018, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka layanan khusus dalam 

pelaksanaan e-Court yang lebih dikenal dengan e-Court Corner. Melalui e-Court 

Corner diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pencari keadilan terkait 

permasalahan e-Court termasuk pelayanan scan hard copy, pendaftaran perkara, dan 

permasalahan teknis lainnya. 

 

Gambar 2.10 : e-Court Corner pada Pengadilan Negeri Yogyakarta 

 

7. SUMPAH ADVOKAT 

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 

perihal Penyumpahan Advokat, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai 

kewenangan untuk menyumpah Advokat sebelum menjalankan profesinya. Berikut 

adalah rekapitulasi pelaksanaan Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

Tahun 2018 : 
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Tabel 2.12 : Pelaksanaan Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 

No Tanggal Pelaksanaan Jumlah Organisasi 

1 30 Januari 2018 14 Advokat APSI 

2 30 Januari 2018 17 Advokat IKADIN 

3 26 April 2018 109 Advokat PERADI 

4 14 November 2018 15 Advokat PERADI 

5 14 November 2018 7 Advokat KAI 

Jumlah 162 Advokat  
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun 

keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakara dan Pengadilan Negeri 

se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa keadaan Sumber Daya Manusia secara 

keseluruhan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta 

secara terperinci adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Hakim; 123; 
27,33%

Teknis; 208; 
46,22%

Non Teknis; 
119; 26,44%

Grafik 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Hakim, Tenaga Teknis dan Non Teknis
Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta

Tahun 2018
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Tabel 3.1 : Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Tahun 2018 

No Satuan Kerja 
Tipe / 
Kelas  

Hakim (123 Orang) Teknis (208 Orang) Non Teknis (119 Orang) 

Jml 

Ketua 
Wakil 
Ketua 

Hakim 

Hakim 
Ad 
Hoc 

Tipikor 

Hakim 
Ad 
Hoc 
PHI 

Hakim 
Yustisial 

Panitera 
Wakil 

Panitera 
Panitera 

Muda 
Panitera 

Pengganti 
Juru 
Sita 

Juru Sita 
Pengganti 

Sekretaris 
Ka 

Bagian 

Ka 
Sub 

Bagian 
Staf  

1 PT Yogyakarta B 1 1 36 2   5 1   4 33     1 2 4 31 121 

2 PN Yogyakarta IA 1 1 26 4 3   1   5 20 5 16 1   3 16 102 

3 PN Sleman IA 1 1 16       1   3 21 3 13 1   3 14 77 

4 PN Bantul IB 1 1 8       1   3 19 2 3 1   3 13 55 

5 PN Wates IB 1 1 7       1 1 3 14 3 8 1   3 6 49 

6 PN Wonosari II 1 - 5       1 1 2 12 2 6 1   3 12 46 

Jumlah 6 5 98 6 3 5 6 2 20 119 15 46 6 2 19 92 450 
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Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta berdasarkan Pangkat / Golongan 

dan Pendidikan adalah sebagai berikut : 
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Grafik 3.2 : Rekapitulasi Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta

Tahun 2018
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Grafik 3.3 : Rekapitulasi Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta

Tahun 2018
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1. MUTASI 

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan 

Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2018 

No Satuan Kerja 
Tipe / 
Kelas  

Mutasi Masuk Mutasi Keluar 

Hakim Teknis 
Non 

Teknis 
Jumlah Hakim Teknis 

Non 
Teknis 

Jumlah 

1 PT Yogyakarta B 12 4 1 17 4 - - 4 

2 PN Yogyakarta IA 4 3 2 9 4 2 - 6 

3 PN Sleman IA 2 2 - 4 3 3 2 8 

4 PN Bantul IB 1 1 1 3 - 2 - 2 

5 PN Wates IB 3 1 - 4 - - - 0 

6 PN Wonosari II 1 - - 1 1 1 - 2 

Jumlah 23 11 4 38 12 8 2 22 

 

2. PROMOSI 

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan 

Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 : Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2018 

No Satuan Kerja 
Tipe / 
Kelas  

Promosi Sebagai 

Jumlah 
Ketua 

Wakil 
Ketua 

Panitera Sekretaris Panmud Kasubbag 

1 PT Yogyakarta B - - - - - - 0 

2 PN Yogyakarta IA - 1 1 - 2 - 4 

3 PN Sleman IA - 3 - - 1 - 4 

4 PN Bantul IB 1 - - - - - 1 

5 PN Wates IB 1 1 - - - - 2 

6 PN Wonosari II 1 - 1 - - - 2 

Jumlah 3 5 2 0 2 0 13 
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3. PENSIUN 

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan 

Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 : Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2018 

No Satuan Kerja 
Tipe / 
Kelas  

Batas Usia 
Pensiun 

Meninggal 
Pensiun 

Dini 
Jumlah 

1 PT Yogyakarta B 5 1 1 7 

2 PN Yogyakarta IA 4 1 0 5 

3 PN Sleman IA 2 0 0 2 

4 PN Bantul IB 1 0 0 1 

5 PN Wates IB 1 0 0 1 

6 PN Wonosari II 0 0 0 0 

Jumlah 13 2 1 16 

 

 

4. DIKLAT 

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 : Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2018 

No Satuan Kerja 
Tipe / 
Kelas  

Jenis Diklat 

Jumlah Diklat PIM 
III 

Diklat PIM 
IV 

Diklat 
Teknis 

Diklat 
Fungsional 

1 PT Yogyakarta B 1 - - - 1 

2 PN Yogyakarta IA - - 7 2 9 

3 PN Sleman IA 1 - 6 - 7 

4 PN Bantul IB 1 - 2 3 6 

5 PN Wates IB - - 3 - 3 

6 PN Wonosari II 1 - 2 - 3 

Jumlah 4 0 20 5 29 
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B. PENYELESAIAN PERKARA 

Keadaan perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta 

Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.6 : Keadaan Perkara Tahun 2018 

No Pengadilan/Perkara 
Sisa      

Tahun 
2017 

Masuk    
Tahun 
2018 

Putus              
Tahun 
2018 

Dicabut 
Putus 
Sela 

Sisa 
Perkara 
Tahun 
2018 

1 Pengadilan Tinggi Yogyakarta       

  Perdata 27 161 153 4 2 31 

  Pidana 13 89 90 1 - 11 

  Pidana Anak 1 10 11 - - - 

  Tindak Pidana Korupsi - 6 6 - - - 

Jumlah 41 266 260 5 2 42 

2 Pengadilan Negeri Yogyakarta       

  Pidana Biasa 60 375 367 - - 68 

  Pidana Singkat - - - - - - 

  Pidana Cepat - 37 37 - - - 

  Lalu lintas - 1.046 1.046 - - - 

  Pidana Perikanan - - - - - - 

  Tindak Pidana Korupsi 9 6 15 - - - 

  Pidana Anak 2 23 25 - - - 

  Perdata Gugatan 65 196 163 26 - 72 

  Perdata Permohonan - 119 119 - - - 

  Gugatan Sederhana - 4 3 - - 1 

  Perlawanan ( Derden Verzet) - 3 - - - 3 

 PHI - 32 11 - - 21 

Jumlah 136 1.841 1.786 26 - 165 

3 Pengadilan Negeri Sleman       

  Pidana Biasa 112 660 628 - - 144 

  Pidana Singkat - - - - - - 

  Pidana Tipiring / Cepat - 70 70 - - - 

  Lalu Lintas - 71.720 71.720 - - - 

  Pidana Anak 3 33 33 - - 3 

  Pra Peradilan - 6 6 - - - 

  Perdata Gugatan 109 339 263 58 - 127 

  Perdata Permohonan 18 397 390 - - 25 

  Gugatan Sederhana - 13 8 4 - 1 

  Perlawanan ( Derden Verzet) 3 2 4 - - 1 

Jumlah 245 73.240 73.122 62 - 301 

4 Pengadilan Negeri Bantul       

  Pidana Biasa 46 296 297 - - 45 

  Pidana Singkat - 5 5 - - - 

  Pidana Tipiring - 167 167 - - - 

  Lalu Lintas - 25.371 25.371 - - - 

  Pidana Anak - 27 26 - - 1 

  Pra Peradilan - 3 3 - - - 

  Perdata Gugatan 35 113 103 - - 45 

  Perdata Permohonan 4 227 222 - - 9 



Bab III Pembinaan dan Pengelolaan   |  Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2018 
26 

 

No Pengadilan/Perkara 
Sisa      

Tahun 
2017 

Masuk    
Tahun 
2018 

Putus              
Tahun 
2018 

Dicabut 
Putus 
Sela 

Sisa 
Perkara 
Tahun 
2018 

  Gugatan Sederhana 3 33 33 - - 3 

  Perlawanan ( Derden Verzet) 2 3 5 - - - 

Jumlah 90 26.245 26.232 - - 103 

5 Pengadilan Negeri Wates       

  Pidana Biasa 32 160 158 - - 34 

  Pidana Singkat - 15 15 - - - 

  Pidana Cepat - 69 69 - - - 

  Pidana Anak 1 7 8 - - - 

  Perdata Gugatan 15 34 39 1 - 9 

  Perdata Permohonan 6 112 103 7 - 8 

  Gugatan Sederhana - 7 7 - - - 

  Perlawanan ( Derden Verzet) - - - - - - 

Jumlah 54 404 399 8 - 51 

6 Pengadilan Negeri Wonosari       

  Pidana Biasa 23 171 163 - - 31 

  Pidana Singkat - - - - - - 

  Pidana Cepat - 19 19 - - - 

  Pidana Anak 2 10 12 - - - 

  Lalu Lintas - 21.037 21.037 - - - 

  Perdata Gugatan 12 46 43 - - 15 

  Perdata Permohonan 1 92 92 - - 1 

  Gugatan Sederhana - 3 3 - - - 

  Perdata Eksekusi 22 30 22 - - 30 

Jumlah 60 21.408 21.391 - - 77 

 

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS 

Sisa Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang belum diputus pada tahun 2017, telah 

diputus pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.7 : Sisa Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang diputus tahun 2018 

No Jenis Perkara 
Sisa  Perkara              
Tahun 2017 

Sisa Perkara               
Yang Diputus 

Sisa Perkara   

1 Perdata 27 27 0 

2 Pidana 13 13 0 

3 Pidana Anak 1 1 
0 

4 Tipikor 0 0 0 

 

Adapun Sisa Perkara Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang belum diputus pada 

tahun 2017 dan diputus pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.8 : Sisa Perkara Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Yang Diputus Tahun 2018 

No Jenis Perkara 

Pengadilan Negeri 
Yogyakarta 

Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Bantul Pengadilan Negeri Wates Pengadilan Negeri Wonosari 

Sisa 
Perkara 
Tahun 
2017 

Sisa 
Perkara 

Yang  
Diputus 

Sisa 
Perkara 

Sisa 
Perkara 
Tahun 
2017 

Sisa 
Perkara 

Yang  
Diputus 

Sisa 
Perkara 

Sisa 
Perkara 
Tahun 
2017 

Sisa 
Perkara 

Yang  
Diputus 

Sisa 
Perkara 

Sisa 
Perkara 
Tahun 
2017 

Sisa 
Perkara 

Yang  
Diputus 

Sisa 
Perkara 

Sisa 
Perkara 
Tahun 
2017 

Sisa 
Perkara 

Yang  
Diputus 

Sisa 
Perkara 

1 
Perdata 
Gugatan 

65 65 0 109 109 0 35 35 0 15 15 0 12 12 0 

2 
Perdata 
Permohonan 

0 0 0 18 18 0 4 4 0 6 6 0 1 1 0 

3 
Perdata 
Konsinyasi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Perdata 
Gugatan 
Sederhana 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Perdata 
Eksekusi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 

6 
Perlawanan / 
bantahan 

0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

7 Pidana Biasa 60 60 0 112 112 0 46 46 0 32 32 0 23 23 0 

8 Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Tipikor 9 9 0             

10 
Pidana Tipiring / 
Cepat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Pidana Lalu-
Lintas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Pidana Anak 2 2 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 

13 
Pidana 
Praperadilan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 136 136 0 245 245 0 90 90 0 54 54 0 60 60 0 
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2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU  

Hampir seluruh perkara yang ditangani di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 

2018 dapat diputus tepat waktu. Jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.9 : Jumlah Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Diputus Tahun 2018 

No Jenis Perkara 
Jumlah 
Putusan 

Putusan 
Tepat Waktu 

Putusan 
Terlambat 

1 Perdata 157 154 3 

2 Pidana 91 91 0 

3 Pidana Anak 11 11 0 

4 Tipikor 6 6 0 

 

Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2018 pada Pengadilan Negeri 

se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.10 : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Yang Diputus Tahun 2018 

 

No 
Jenis 
Perkara 

Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Bantul Pengadilan Negeri Wates Pengadilan Negeri Wonosari 

Jumlah 
Putusan 

Putusan 
Tepat 
Waktu 

Putusan 
terlambat 

Jumlah 
Putusan 

Putusan 
Tepat 
Waktu 

Putusan 
terlambat 

Jumlah 
Putusan 

Putusan 
Tepat 
Waktu 

Putusan 
terlambat 

Jumlah 
Putusan 

Putusan 
Tepat 
Waktu 

Putusan 
terlambat 

Jumlah 
Putusan 

Putusan 
Tepat 
Waktu 

Putusan 
terlambat 

1 
Perdata 
Gugatan 

163 156 7 321 258 63 108 73 35 40 40 0 43 38 5 

2 
Perdata 
Permohonan 

119 119 0 390 390 0 222 222 0 112 111 1 0 0 0 

3 
Perdata 
Konsinyasi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 

4 
Perdata 
Gugatan 
Sederhana 

3 3 0 12 9 3 33 21 12 7 7 0 0 0 0 

5 PHI 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Perlawanan 
/ Bantahan 

0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Pidana 
Biasa 

367 367 0 628 628 0 297 297 0 158 158 0 171 171 0 

8 
Pidana 
Singkat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 

9 Tipikor 15 15 0             

10 
Pidana 
Tipiring / 
Cepat 

37 37 0 70 70 0 0 0 0 69 69 0 19 19 0 

11 
Pidana Lalu-
Lintas 

1046 1046 0 71720 71720 0 25371 25371 0 39.582 39.582 0 21037 21037 0 

12 Pidana Anak 25 25 0 33 33 0 26 26 0 10 10 0 10 10 0 

13 
Pidana 
Praperadilan 

0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 1.786 1.779 7 73.184 73.117 67 25.949 25.937 12 40.019 40.018 1 21.237 21.237 0 
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3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM 

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2018. 

Tabel 3.11 : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2018 

No Jenis Perkara 

Tidak Melakukan Upaya Hukum 

Pengadilan Negeri 
Yogyakarta 

Pengadilan Negeri Sleman 
Pengadilan Negeri 

Bantul 
Pengadilan Negeri 

Wates 
Pengadilan Negeri 

Wonosari 

Banding Kasasi PK Banding 
Kasas

i 
PK Banding Kasasi PK Banding Kasasi PK 

Bandin
g 

Kasasi PK 

1 Perdata Gugatan 15 164 191 291 321 325 107 114 
11
4 

36 38 39 38 30 41 

2 
Perdata 
Permohonan 

0 1 0 390 390 390 0 0 0 103 103 
10
3 

0 92 92 

3 
Perdata Gugatan 
Sederhana 

0 0 0 11 12 12 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

4 Pidana Biasa 363 370 373 572 594 625 288 294 
29
6 

154 157 
15
8 

160 160 163 

5 Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 

6 Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0 166 0 0 69 15 69 19 19 19 

7 
Pidana Lalu-
Lintas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21037 21037 

8 Pidana Anak 0 0 0 28 27 34 25 27 27 8 8 8 12 12 12 

Jumlah 378 535 564 1.292 1.344 
1.38

6 
586 435 

43
7 

385 336 
39
2 

232 21.353 
21.36

7 
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4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI 

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang 

berhasil di mediasi pada tahun 2018. 

Tabel 3.12 : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2018 

No Pengadilan Negeri 
Jumlah 
Perkara 
Mediasi 

Status 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 
Tidak dapat 

dilaksanakan 

1 Pengadilan Negeri Yogyakarta 118 11 85 22 

2 Pengadilan Negeri Sleman 195 7 184 2 

3 Pengadilan Negeri Bantul 116 8 108 0 

4 Pengadilan Negeri Wates 19 0 19 0 

5 Pengadilan Negeri Wonosari 24 6 18 0 

Jumlah 472 32 414 24 

 

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BEHASIL MELALUI DIVERSI 

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang 

berhasil melalui diversi pada tahun 2018. 

Tabel 3.13 : Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2018 

No Pengadilan Negeri 

Jumlah 
Perkara 
Pidana 
Anak 

Jumlah 
Perkara 
Diversi 

Status  

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 
Dalam 
Proses 

1 Pengadilan Negeri Yogyakarta 23 0 0 0 0 

2 Pengadilan Negeri Sleman 33 5 4 1 0 

3 Pengadilan Negeri Bantul 27 4 3 1 0 

4 Pengadilan Negeri Wates 8 0 0 0 0 

5 Pengadilan Negeri Wonosari 12 0 0 0 0 

Jumlah 103 9 7 2 0 

 

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

1. SARANA DAN PRASARANA TANAH, GEDUNG DAN KENDARAAN 

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan 

Seluruh pengadilan di wilayah D.I. Yogyakarta menempati tanah dan bangunan 

sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia 

Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

Berikut daftar luas tanah dan bangunan gedung pengadilan di Wilayah D.I. 

Yogyakarta: 
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1. Tanah dan Bangunan Gedung 

Tabel 3.14 : Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2018 

No Satker 

Luas 

Tanah  

(m²) 

Bangunan  

(m²) 
Peruntukan 

Pemegang Hak 

Atas Tanah 

1 
PT 

Yogyakarta 
5.086 2.805 Gedung Kantor 

Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

2 
PN 

Yogyakarta 

7.385  
Gedung  Tipikor 

dan PHI 

Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

3.163  Gedung Kantor 
Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

3 PN Sleman 2.730 2.994 Gedung Kantor 
Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

4 PN Bantul 2.759 
1.837 

 
Gedung Kantor 

Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

5 PN Wates 

2.850 2.016 Gedung Kantor 
Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

2.182 1.478 Gedung Kantor 
Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

6 
PN 

Wonosari 
2.891 1.094 Gedung Kantor 

Pemerintah RI 

Cq. MA RI 

 

2. Rumah Negara 

Tabel 3.15 : Daftar Rumah Negara Tahun 2018 

No Satker Jumlah 

Kondisi 
Pemegang Hak 

Atas Tanah Baik Rusak 
Rusak 

Berat 

1 
PT 

Yogyakarta 

10 9 1  
Pemerintah RI Cq. 

MA RI 

4  1  Sultan Ground 

2 
PN 

Yogyakarta 
19 9 10  

Pemerintah RI Cq. 

MA RI 

3 PN Sleman 12 6 3 3 
Pemerintah RI Cq. 

MA RI 

4 PN Bantul 8 8   
Pemerintah RI Cq. 

MA RI 

5 PN Wates 8 8   
Pemerintah RI Cq. 

MA RI 

6 PN Wonosari 10 4 3 1 
Pemerintah RI Cq. 

MA RI 
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3. Kendaraan Dinas Roda 2 

Tabel 3.16 : Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2018 

No Satker Merk Type Jumlah Kondisi 

1 

 

 

PT Yogyakarta 

 

 

Honda Supra100 4 Baik 

Honda Supra 125 4 Baik 

Honda GLIII 3 Baik 

Honda NF125 1 Baik 

2 

 

PN Yogyakarta 

 

Honda Supra 125 3 Baik 

Honda 

HONDA GL. 

IIISPORT 1 Baik 

Honda 

HONDA 

SUPRA FIT 

X 1 Baik 

  Honda 

HONDA 

SUPRA FIT   4 Baik 

  Honda 

HONDA GP 

III MEGA 

PRO 2 Baik 

  Honda 

HONDA NF 

100 D 1 Baik 

3 PN Sleman Honda  NF 100 3 Baik 

  Honda Win 1 Baik 

  Honda Legenda 2 Baik 

  Honda Gl III 2 Baik 

  Honda Vario 1 Baik 

  Yamaha Alfa IIR 1 Baik 

4 PN Bantul Honda   12 Baik 

  Honda  1 Rusak 

5 

 

 

 

 

 

 

PN Wates 

 

 

 

 

 

 

Honda Revo 3 Baik 

Honda Supra 125 3 Baik 

Honda GLP III 2 Baik 

Honda GL 1 Baik 

Suzuki Smash 4 Baik 

Kawasaki KLX BF 2 Baik 

Honda NF100 2 Baik 

Honda Cbr 150 2 Baik 

Honda VARIO 2 Baik 

6 

 

PN Wonosari 

 

Honda NF 100 3 Baik 

Honda GLP III 5 Baik 

Honda Win 1 Rusak 

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) 77  
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4. Kendaraan Dinas Roda 4 

Tabel 3.17 : Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2018 

No Satker Merk Type Jumlah Kondisi 

1 

 

 

 

PT Yogyakarta 

  

  

  

Toyota Altis 2 Baik 

Toyota Vios 1 Baik 

Toyota Innova G 2 Baik 

Toyota Camry 1 Baik 

Toyota Fortuner 1 Baik 

2 

 

 

 

PN Yogyakarta 

  

  

  

Toyota Altis 1 Baik 

Toyota Vios 2 Baik 

Toyota Innova G 1 Baik 

Toyota Innova V 1 Baik 

Toyota 

Kijang KF 

40 1 

Rusak 

Ringan 

Toyota Kijang LX 1 

Pinjam 

Pakai dari 

Pemkot 

Yogyakarta 

3 

 

 

 

PN Sleman 

  

  

  

Toyota Innova 2 Baik 

Toyota Innova 1 

Pinjam 

pakai  

Toyota Kijang Lx 1 Baik 

Suzuki Carry 1 Rusak 

4 

 

 

PN Bantul 

  

  

Toyota Innova 2 Baik 

Toyota Avanza 1 Baik 

Toyota Kijang Lx 1 Baik 

5 

 

 

PN Wates 

  

  

Toyota Innova 1 Baik 

Isuzu Pantheer 1 Baik 

Toyota Kijang Lx 1 Baik 

  Toyota Innova 1 Baik 

6 

 

PN Wonosari 

  

Toyota Innova 2 Baik 

Toyota Avanza 1 Baik 

Jumlah Kendaraan Roda 4 (Empat) 30  

 

 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Tabel 3.18 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2018 

No Satker Jenis Pengadaan 

1 PT Yogyakarta Pengedakan loby belakang 

2 PN Yogyakarta - 

3 PN Sleman Interior Ruang PTSP 

4 PN Bantul - 

5 PN Wates - 

6 PN Wonosari Rehab Gedung 
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c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Tabel 3.19 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2018 

No Satker Jenis pemeliharaan  Keterangan  

1 

 

 

 

PT Yogyakarta 

 

 

 

1. Renovasi garasi  

2. Pembuatan Pos Satpam 

3. Pembuatan Gudang 

4. Pemeliharaan Taman Halaman 

5. Pembuatan Nama Kantor di depan 

gedung 

6. Pemeliharaan dan penataan ruangan  

7. Pembuatan sumur 

8. Penutupan parit belakang gedung 

9. Penggantian keramik dinding gedung 

 

2 PN Yogyakarta 
1. Pemeliharaan gedung dan ruangan 

2. Pemeliharaan halaman kantor 

 

3 PN Sleman 
1. Pemeliharaan gedung dan ruangan 

2. Pemeliharaan halaman kantor 

 

4 PN Bantul 
1. Pemeliharaan gedung dan ruangan 

2. Pemeliharaan halaman kantor 

 

5 PN Wates 
1. Pemeliharaan gedung dan ruangan 

2. Pemeliharaan halaman kantor 

 

6 PN Wonosari 
1. Pemeliharaan gedung dan ruangan 

2. Pemeliharaan halaman kantor 

 

 

 

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung 

Tahun 2018 tidak ada Penghapusan Sarana Dan Prasarana Gedung. 

Tabel 3.20 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2018 

No Satker Tanggal Jenis barang Keterangan 

1 PT Yogyakarta - - - 

2 PN Yogyakarta - - - 

3 PN Sleman - - - 

4 PN Bantul - - - 

5 PN Wates - - - 

6 PN Wonosari - - - 

 

 

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG  

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya 

sarana dan prasarana fasilitas penunjang.  Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas 

Gedung pada Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai 

berikut : 
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a. Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 

Tabel 3.21 : Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2018 

No Nama Barang 

Jumlah 

PT Yogyakarta PN Yogyakarta PN Sleman PN Bantul PN Wates PN Wonosari 

Jumlah 

2017 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

1 Komputer  42   7 61  32 4 32  11  43 

2 Laptop 22   1 21 10 30 1 18  8 3 21 

3 Infokus/LCD 3    2  2    2  2 

4 PABX 1    2  1    1  1 

5 Mesin Ketik 3    9      3  9 

6 Mesin Stensil 1    -  1      1 

7 Mesin Fotokopi 2          1  1 

8 AC 41   5 39 2 49 4 23  23  27 

9 Faximile 4    2  1    1  3 

10 Brankas 3    5  4      2 

11 Sound system 7    5  4 1     4 

12 Mesin Absensi 2    2 1 2      2 

13 Tabung Pemadam Api 20          5 10 10 

14 CCTV 7      2      1 

15 UPS 25   2   5      16 

16 Genset 1    1  1 1   1  1 

17 Handy Cam 1      1       
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No Nama Barang 

Jumlah 

PT Yogyakarta PN Yogyakarta PN Sleman PN Bantul PN Wates PN Wonosari 

Jumlah 

2017 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

18 Pesawat telepon 35    20  15      13 

19 Printer 26   7 39  35    31  36 

20 Scanner 5      2    4  4 

21 Server 2    1  2  2  1  3 

22 Lemari Kayu 25    72 7 48     7 27 

23 Lemari Besi 64    25  7      25 

24 Filling Kabinet Kayu 4      2       

25 Filling Kabinet Besi 45    17  19      2 

26 Buffet 4    8         

27 Rak 5    8  36      31 

28 Meja Kerja Kayu 129    131  215 10   126 15 155 

29 Kursi Kayu 33    32  128      60 

30 Kursi Besi Metal 259    54  260 8 276    41 

31 Sice 27    12 8 30     10 26 

32 Bangku Panjang Kayu 3    78  67      25 

33 Meja Rapat 22    1  1       

34 Meja Komputer 23    61  6      6 

35 Meja Resepsionis 2    3  3      1 

36 Mesin Absensi sidik Jari 2    2  1      2 

37 Kamera 0    2  2 1     1 



Bab III Pembinaan dan Pengelolaan   |  Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2018 
38 

 

No Nama Barang 

Jumlah 

PT Yogyakarta PN Yogyakarta PN Sleman PN Bantul PN Wates PN Wonosari 

Jumlah 

2017 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

Pengadaan 

2018 

Jumlah 

2018 

38 Alamari Toga 0    7         

39 Ht 5    4       4 4 

40 Sekat 0    5  10      3 

41 Meja Sidang 0    10  6       

42 Kursi Hakim 0    32  20 10      

43 Meja Telepon 0    20  10      2 

44 Mesin Hitung 0    1  5      4 

45 Kipas Angin 0   1 21  33      5 

46 Televisi 6       1     11 

47 RIG 1             

48 Kulkas 1             

49 External Hardisk 3            5 

50 Hardisk 2             

51 Anti Virus 1            1 

52 Acces Point 2            13 

53 Rak Server    1          

54 Router        1 2     

54 Air Curtain      3 3       
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b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 

Tabel 3.22 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2018 

No Satker Jenis Pemeliharaan Keterangan 

1 PT Yogyakarta 1. Pemeliharaan peralatan mesin : 

- Perawatan kendaraan dinas 

- Perawatan genset 

- Perawatan AC, PC, Printer, Fax, 

Fotokopi, sound, elektrikal, dll 

2. Pemeliharaan jaringan : 

- Jaringan listrik 

- Jaringan telpon 

- Jaringan internet 

 

2 PN 

Yogyakarta 

1. Pemeliharaan peralatan mesin : 

- Perawatan kendaraan dinas 

- Perawatan genset 

- Perawatan AC, PC, Printer, Fax, 

Fotokopi, sound, elektrikal, dll 

2. Pemeliharaan jaringan : 

- Jaringan listrik 

- Jaringan telpon 

- Jaringan internet 

 

3 PN Sleman 1. Pemeliharaan peralatan mesin : 

- Perawatan kendaraan dinas 

- Perawatan genset 

- Perawatan AC, PC, Printer, Fax, 

Fotokopi, sound, elektrikal, dll 

2. Pemeliharaan jaringan : 

- Jaringan listrik 

- Jaringan telpon 

- Jaringan internet 

 

4 PN Bantul - Komputer server 

- P.C. Unit 

- Laptop/Notebook 

- Printer 

- Mesin Faxcimile 

- Soundsystem 

- LCD Projector 

- Kendaraan Roda 4 

- Kendaraan Roda 2 

- Air Conditioner (A.C. Split) 

- Peralatan CCTV 

- PABX 
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No Satker Jenis Pemeliharaan Keterangan 

5 PN Wates 1. Pemeliharaan peralatan mesin : 

- Perawatan kendaraan dinas 

- Perawatan genset 

- Perawatan AC, PC, Printer, Fax, 

Fotokopi, sound, elektrikal, dll 

2. Pemeliharaan jaringan : 

- Jaringan listrik 

- Jaringan telpon 

- Jaringan internet 

 

6 PN Wonosari 1. Pemeliharaan peralatan mesin : 

- Perawatan kendaraan dinas 

- Perawatan genset 

- Perawatan AC, PC, Printer, Fax, 

Fotokopi, sound, elektrikal, dll 

2. Pemeliharaan jaringan : 

- Jaringan listrik 

- Jaringan telpon 

- Jaringan internet 

 

 

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 

Pada tahun 2018 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung. 

Tabel 3.23 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2018 

No Satker Tanggal Jenis Barang Keterangan 

1 PT Yogyakarta - - - 

2 PN Yogyakarta - - - 

3 PN Sleman - - - 

4 PN Bantul - - - 

5 PN Wates - - - 

6 PN Wonosari - - - 
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D. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Realisasi Anggaran baik Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta setelah dilakukan pembinaan, koordinasi, 

monitoring secara berjenjang dan berkala, secara umum dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 

 

1. PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.24 : Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2017 dan 2018 

NO. JENIS BELANJA 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

 PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA   PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA  

Rp Rp % Rp Rp Rp % Rp 

1 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 

  B. Pegawai 26.867.153.000 26.708.044.033 99,41% 159.108.967 28.278.117.000 31.942.746.009 112,96% (3.664.629.009) 

  B. Barang Opr 1.825.747.000 1.818.147.290 99,58% 7.599.710 1.700.507.000 1.699.910.266 99,96% 596.734 

  B. Barang Non Opr 130.608.000 130.536.700 99,95% 71.300  130.608.000 130.399.636 99,84% 208.364 

  B. Modal  525.000.000 524.910.000 99,98% 90.000 552.690.000 552.650.412 99,99% 39.588 

  Jumlah 01 24.268.789.000 29.181.638.023 120,24% (4.912.849.023) 30.596.684.000 34.325.706.323 112,19% (3.664.629.009) 

  B. Barang (03) 108.732.000 108.150.680 99,47% 581.320 130.618.000 129.251.400 98,95% 1.366.600 

  Jumlah 03 108.732.000 108.150.680 99,47% 581.320 130.618.000 129.251.400 98,95% 1.366.600 
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Keterangan :  

a.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  

1. Belanja Pegawai 

Terdapat kenaikan penyerapan anggaran sebesar 13,55% untuk belanja pegawai 

karena banyaknya mutasi masuk hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta tahun 2018. 

2. Belanja Barang Operasional 

Belanja barang operasional mengalami kenaikan penyerapan anggaran sebesar 

0,38% karena secara jumlah rupiah pagu anggaran turun sehingga penyerapan. 

3. Belanja Barang Non Operasional 

Untuk belanja barang non operasional mengalami penurunan penyerapan 

anggaran sebesar 0,11% karena tidak terdapat pelantikan Ketua / Wakil Ketua di 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2018. 

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  

Belanja Modal 

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,01% untuk belanja modal karena 

banyaknya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi untuk menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2018. 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  

Belanja Barang 

Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,52% untuk belanja barang pada 

program peningkatan manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum) karena 

penurunan jumlah perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2018. 
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2. PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.25 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2017 dan 2018 

NO. JENIS BELANJA 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

 PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA   PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA  

Rp Rp % Rp Rp Rp % Rp 

2 Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA 

  B. Pegawai 15.319.140.000 15.054.906.247 98,27 264.233.753 14.535.826.000 17.339.513.106 119,29 (2.803.687.106) 

  B. Barang Opr 2.059.152.000 2.027.180.511 98,45 31.971.489 1.958.452.000 1.843.493.356 94,46 114.958.644 

  B. Barang Non Opr 77.975.000 77.974.947 99,99 53 77.975.000 76.296.852 97,85 1.678.148 

  B. Modal  334.500.000 333.175.000 99,60 1.325.000 636.769.000 633.383.450 99,47 3.385.550 

  Jumlah 01 17.790.767.000 17.493.236.705 98,33 297.530.295 17.209.022.000 19.892.686.764 115,59 (2.683.664.764) 

  B. Barang (03) 190.244.000 187.922.340 98.78 2.321.660 303.733.000 287.223.600 94.56 16.509.400 

  Jumlah 03 190.244.000 187.922.340 98.78 2.321.660 303.733.000 287.223.600 94.56 16.509.400 
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Keterangan :  

a.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  

1. Belanja Pegawai 

Terjadi pagu minus dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 2.803.687.106,-  

untuk belanja pegawai karena adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk 

pegawai (mengurangi belanja Tunj Fungsional PNS) dan Tunjangan Hakim Ad 

Hoc pada tahun 2018  

2. Belanja Barang Operasional 

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 114.958.644,- untuk 

belanja biaya kesehatan Hakim Ad Hoc (521119) belanja barang operasional 

dikarenakan tidak terserapnya secara maksimal Belanja keperluan perkantoran 

untuk pembayaran Internet (521111) belanja perawatan Gedung dan Bangunan 

(523111), dan Belanja langganan Listrik (522111) 

3. Belanja Barang Non Operasional 

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 1.678.148,- untuk belanja 

barang non operasional karena masih terdapat sisa anggaran untuk Belanja 

Perjalanan Dinas Biasa (524111) 

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung   

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 3.385.550,-untuk belanja modal 

karena terdapat sisa pagu anggaran Belanja modal peralatan dan Mesin (532111) 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 16.509.400,- dalam manajemen peradilan (dipa 

badan peradilan umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian 

perkara karena hal-hal sebagai berikut : 

1 1049.005.003.053 : Penggandaan dan penjilidan berkas perkara  pidana, tidak 

terserap disebabkan karena bagian Kepaniteraan Pidana 

untuk mempercepat pelayanan lebih memilih mencetak 

ulang file dari computer dari padaharus foto copy keluar 

kantor. 

2 1049.005.004.052 : Konsumsi makan Terdakwa  perkara tidak terserap 

disebabkan karena kurangnya komunikasi antara 

Keapaniteraan dengan Bagian Kesekretariatan yang 

dikarenakan tahun gedungnya masih terpisah. 
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3 1049.005.004.053 : bagian Kepaniteraan Pidana untuk mempercepat pelayanan 

lebih memilih mencetak ulang file dari computer dari pada 

harus foto copy keluar kantor. 

4 1049.005.005.053 : Karena tidak ada tagihan kwitansi  biya foto copy untuk 

pemberkasan yang masuk ke bendahara.  

5 1049.005.004.054 : Bahwa angaran untuk pengiriman berkas perkara banding 

ke Pengadilan Tinggi tidak terserap, dikarenakan biasanya  

pengiriman berkas perkara banding sifatnya segera, karena 

kebetulan jarak antara Pengadilan Negeri Yogyakarta 

dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dekat, sehingga 

bekas perkara banding dikirim bersamaan dengan mengirim 

surat yang lain melalui kurir. 

6 1049.005.005.054 : Sebetulnya ada yang pernah mengajukan permohonan 

eksekusi, namun setelah diteliti ternyata pihaknya banyak, 

namun setelah diteliti ternyata pihaknya banyak, sehingga 

diperhitungkan oleh bagian kepaniteraan bersama Jurusita 

menyatakan pagu RP 1.000.000,00 tersebut tidak 

mencukupi untuk pelaksanaan eksekusi. 
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3. PENGADILAN NEGERI SLEMAN 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Sleman 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.26 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2017 dan 2018 

NO. JENIS BELANJA 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

 PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA   PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA  

Rp Rp % Rp Rp Rp % Rp 

3 PENGADILAN NEGERI SLEMAN 

  B. Pegawai 10.206.461.000 10.006.183.880 98,04% 200.277.120 9.386.600.000 10.907.197.139  116,20% (1.520.597.139) 

  B. Barang Opr 1.204.655.000  1.173.884.159  97,45%  30.770.841  1.217.258.000  1.211.517.090  99,53%  5.740.910  

  B. Barang Non Opr 39.126.000  34.651.491  88,56%  4.474.509  39.126.000  37.399.912  95,59%  1.726.088  

  B. Modal  403.000.000  399.980.000  99,25%  3.020.000  286.000.000  285.612.000  99,86%  388.000  

  Jumlah 01 11.853.242.000  11.614.699.530  97,99%  238.542.470  10.928.984.000 12.441.726.141  113,92% (1.512.742.141) 

  B. Barang (03) 157.476.000  156.042.070  99,09%  1.433.930  331.410.000  323.669.655  97,66%  7.740.345  

  Jumlah 03 157.476.000  156.042.070  99,09%  1.433.930  331.410.000  323.669.655  97,66%  7.740.345  
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Keterangan : 

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  

1. Belanja Pegawai 

Terdapat selisih penyerapan anggaran sebesar 17,98 % dibanding tahun lalu untuk 

perhitungan belanja pegawai karena perhitungan pagu minusnya lebih baik pada 

tahun 2018. 

2. Belanja Barang Operasional 

Terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 2,08 % untuk belanja barang 

operasional karena semua belanja barang operasional terserap dengan baik, sesuai 

dengan perencanaan. 

3. Belanja Barang Non Operasional 

Terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 7.03 % untuk belanja barang non 

operasional karena banyak perjalanan dinas yang dilaksanakan di tahun 2018. 

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  

Belanja Modal 

Terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 0,61% untuk belanja modal tahun 

2018. 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  

Belanja Barang 

Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 1,43% untuk belanja barang pada 

program peningkatan manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum) karena 

penurunan jumlah konsumsi terdakwa dan perkara prodeo pada tahun 2018. 
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4. PENGADILAN NEGERI BANTUL 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Bantul 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.27 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2017 dan 2018 

NO. JENIS BELANJA 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

 PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA   PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA  

Rp Rp % Rp Rp Rp % Rp 

4 PENGADILAN NEGERI BANTUL 

  B. Pegawai 5.787.410.000 5.406.944.046 93,43% 380.465.954     5.097.792.000  5.743.191.352 112,66%    (645.400.423) 

  B. Barang Opr 945.977.000 909.492.819 96,14% 36.484.181 899.877.000      860.896.711  95,67%        38.980.289  

  B. Barang Non Opr 38.736.000 38.683.744 99,87% 52.256 38.736.000        23.836.320  61,54%        14.899.680  

  B. Modal  211.900.00 210.996.000 99,57% 904.000        177.000.000                   173.742.270  98,16% 3.257.730 

  Jumlah 01 6.989.023.000 6.571.116.609 94,02% 417.906.391     6.213.405.000  6.801.666.653 109,47%  (588.261.653) 

  B. Barang (03) 116.578.000 112.461.830 96,47% 4.116.170        139.640.000      138.724.100  99,34              915.900  

  Jumlah 03 116.578.000 112.461.830 96,47% 4.116.170        139.640.000     138.724.100  99,34              915.900  
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Keterangan :  

a.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  

1. Belanja Pegawai 

Tahun 2017 belanja pegawai terserap sebesar Rp. 5.406.944.046,- dari total pagu 

anggaran Rp. 5.787.410.000,-.  Sedangkan pada Tahun 2018 belanja pegawai 

terserap sebesar Rp. 5.743.191.352,- dari total pagu anggaran Rp. 5.097.792.000,- 

Terjadi Kenaikan penyerapan anggaran sebesar 6,22% untuk belanja pegawai 

yang disebabkan oleh Kebijakan atau Peraturan Pemerintah dalam pembayaran 

Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya sama dengan Gaji Ke-13. 

2. Belanja Barang Operasional 

Tahun 2017 belanja barang operasional terserap sebesar Rp. 909.492.819,- dari 

total pagu anggaran Rp. 945.977.000,-. Sedangkan pada Tahun 2018 belanja 

barang operasional terserap sebesar Rp. 860.896.711,- dari total pagu anggaran 

Rp. 899.877.000,-. Terjadi penurunan penyerapan kenaikan penyerapan anggaran 

sebesar 0,47% untuk belanja barang operasional karena terjadi kelebihan dari 

pagu anggaran Listrik dan Pos Pusat yang tagihannya fluktuatif dan sukar 

diprediksi, hal ini terlihat dari realisasi bulanan yang naik turun. 

3. Belanja Barang Non Operasional 

Tahun 2017 anggaran untuk belanja barang non operasional terserap sebesar Rp. 

38.683.744,-dari total pagu anggaran Rp. 38.736.000,-.,-Sedangkan pada tahun 

2018 belanja barang non operasional terserap sebesar Rp. 23.836.320,- dari total 

pagu anggaran Rp. 38.736.000,-. Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 

yang cukup siknifikan sebesar 38,33% untuk belanja barang non operasional 

karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan perjalanan dinas 

yang pada tahun sebelumnya dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul 

pada Tahun 2018 ini hampir semua kegiatan dibebankan pada DIPA Tingkat 

Banding dan DIPA Eselon I. 

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  

Belanja Modal 

Belanja modal pada tahun 2017 modal terserap sebesar Rp. 210.996.000,- dari total 

pagu anggaran Rp. 211.900.000,- Sedangkan pada tahun 2018 belanja modal terserap 

sebesar Rp. 173.742.270,- dari total pagu anggaran Rp. 177.000.000,- terjadi penurunan 

anggaran meskipun tidak begitu signifikan yaitu sebesar 1,41% untuk belanja modal. 

Penurunan belanja tersebut dikarenakan oleh selisih antara harga penawaran dengan 
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harga setelah negosiasi dalam Pengadaan Elektronik (E-Procrurement), sehinnga 

mengakibatkan harga negosiasi yang menentukan harga kesepakatan dan rekanan 

dengan spesifikasi yang ditawarkan bisa lebih rendah dari nilai Pagu Anggaran. 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  

Belanja Barang 

Belanja barang pada tahun 2017 terserap sebesar Rp. 112.461.830,-dari total pagu 

anggaran Rp. 116.578.000,-. Sedangkan pada tahun 2018 belanja barang  terserap 

sebesar Rp.    138.724.100,- total pagu anggaran Rp. 139.640.000,-. Terjadi kenaikan 

penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,18% 

untuk belanja barang karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu dan 

kordinasi yang baik dengan semua pihak. 
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5. PENGADILAN NEGERI WATES 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Wates 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.28 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Wates Tahun 2017 dan 2018 

NO. JENIS BELANJA 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

 PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA   PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA  

Rp Rp % Rp Rp Rp % Rp 

5 PENGADILAN NEGERI WATES 

  B. Pegawai 4.508.094.000  4.500.340.758 99,83% 7.753.242 4.569.982.000 4.919.922.463 107,65% (349.940.463) 

  B. Barang Opr 921.168.000 920.207.452 99,89% 960.548 862.718.000 862.482.245 99,97% 235.755 

  B. Barang Non Opr 47.448.000 47.425.446 99,95% 22.554 47.448.000 47.207.650 99,49% 240.350 

  B. Modal  155.000.000 154.990.000 99,99% 10.000 212.500.000 212.495.000 99,99% 5.000 

  Jumlah 01      5.631.710.000     5.622.963.656 99,85% 8.746.344 5.692.648.000 6.042.107.358 106,13% (349.459.358) 

  B. Barang (03) 71.340.000 69.122.190 96,89% 2.217.818 134.171.000 122.890.500 91,59% 11.280.500 

  Jumlah 03 71.340.000 69.122.190 96,89% 2.217.818 134.171.000 122.890.500 91,59% 11.280.500 
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Keterangan :  

a.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  

1. Belanja Pegawai 

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 419.581.705,00 (empat ratus 

sembilan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah) 

untuk belanja pegawai karena ada mutasi masuk 3 (tiga) orang hakim pada tahun 

2018. 

2. Belanja Barang Operasional 

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar  Rp. 724.793,00 (tujuh ratus dua 

puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) untuk belanja barang 

operasional dikarenakan kebutuhan operasinal yang meningkat di Pengadilan 

Negeri Wates. 

3. Belanja Barang Non Operasional 

Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar Rp. 217.796,00 (dua ratus tujuh 

belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk belanja barang non 

operasional karena volume perjalanan dinas berkurang. 

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung   

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 57.505.000,00 (lima puluh tujuh juta 

lima ratus lima ribu rupiah) untuk belanja modal karena anggaran yang diterima lebih 

banyak dari tahun kemaren dan dilaksanakan secara maksimal. 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 53.768.310,00 (lima puluh tiga juta 

tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) untuk manajemen 

peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)  Belanja Barang karena kebutuhan biaya 

perkara semakin meningkat. 
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6. PENGADILAN NEGERI WONOSARI 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Negeri Wonosari 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.29 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2017 dan 2018 

NO. JENIS BELANJA 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

 PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA   PAGU DIPA   REALISASI   SISA DANA  

Rp Rp % Rp Rp Rp % Rp 

6 PENGADILAN NEGERI WONOSARI  

  B. Pegawai 4.317.738.000     4.226.396.394 97.88% 91.341.606 4.534.657.000   4.426.439.799 97.61% 108.217.201 

  B. Barang Opr 848.023.000 812.620.915 95.82% 35.402.085        795.963.000 788.979.901 99.12% 6.983.099 

  B. Barang Non Opr 11.365.000 9.152.017 80.53% 2.212.983 12.355.000 12.352.620 99.98% 2.380 

  B. Modal  2.345.400.000 2.040.407.400 87.00% 304.992.600 358.000.000 355.111.000 99.19% 2.889.000 

  Jumlah 01     7.522.526.000     7.088.576.726 94.23%     433.949.274     5.700.975.000   5.582.883.320 97.93%      118.091.680 

  B. Barang (03) 78.204.000          71.549.933 91.49% 6.654.067 125.488.000      115.509.900 92.05% 9.978.100 

  Jumlah 03 78.204.000          71.549.933 91.49% 6.654.067 125.488.000      115.509.900 92.05% 9.978.100 
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Keterangan :  

a.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  

1. Belanja Pegawai 

Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 0.27% untuk belanja pegawai 

karena terdapat kenaikan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 

216.919.000,- dan adanya Hakim dan Pegawai yang mutasi pada tahun 2018. 

2. Belanja Barang Operasional 

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 3.30% untuk belanja barang 

operasional dikarenakan pada tahun 2018 anggaran belanja barang operasional 

Pengadilan Negeri Wonosari turun sebesar Rp. 52.060.000,-   

3. Belanja Barang Non Operasional 

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 19.45% untuk belanja barang non 

operasional karena terjadi kenaikan belanja bahan pada belanja barang non 

operasional pada tahun 2018. 

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung   

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 12.19% untuk belanja modal karena 

pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II mendapatkan penurunan alokasi 

anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.987.400.000,- 

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0.56% manajemen peradilan (DIPA 

Badan Peradilan Umum) / Belanja Barang karena pada tahun 2018 terdapat kenaikan 

pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 47.284.000,- dan pembelanjaan belanja barang yang 

semakin optimal. 

 

Berikut adalah realisasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) maupun DIPA 

Badan Peradilan Umum (03). 

Tabel 3.30 : Rekapitulasi kenaikan realiasi seluruh Satker DIPA 01 

No Satker 2017 2018 

Prosentase 

Kenaikan / 

Penurunan 

1 Pengadilan Tinggi Yogyakarta 99,43% 112,96% 13,53% 

2 Pengadilan Negeri Yogyakarta 98,90% 115,59% 16,69% 

3 Pengadilan Negeri Sleman 97,99 % 113,84 % 15,85 % 

4 Pengadilan Negeri Bantul 94,02% 109,47% 15,45% 



Bab III Pembinaan dan Pengelolaan   |  Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2018 
55 

 

No Satker 2017 2018 

Prosentase 

Kenaikan / 

Penurunan 

5 Pengadilan Negeri Wates 99,85% 106,13% 6,28 % 

6 Pengadilan Negeri Wonosari 94.23% 97.93% 3.70% 

 

Tabel 3.31 : Rekapitulasi kenaikan realiasi seluruh Satker DIPA 03 

No Satker 2017 2018 

Prosentase 

Kenaikan / 

Penurunan 

1 Pengadilan Tinggi Yogyakarta 99,47% 98,95% -0,52% 

2 Pengadilan Negeri Yogyakarta 98,78% 94,56% -4,22% 

3 Pengadilan Negeri Sleman 99,09 % 97,66 % -1,43 % 

4 Pengadilan Negeri Bantul 96,47% 99,34% 2,87% 

5 Pengadilan Negeri Wates 96,89% 91,59% -5,3 % 

6 Pengadilan Negeri Wonosari 91.49% 92.05 0.56% 

 

Secara umum prosentase penyerapan anggaran diseluruh Satker se Wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta mengalami kenaikan pada DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan 

sebaliknya mengalami penurunan penyerapan anggaran pada  DIPA Badan Peradilan Umum (03).  

Selain Anggaran Rutin diatas, terdapat juga Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Adapun 

Rekapitulasi ABT Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.32 : Rekapitulasi ABT Pengadilan Tinggi Yogyakarta DIPA 01 Tahun 2018 

NO JENIS BELANJA 2017 2018 KENAIKAN 

1 
DUKUNGAN 

MANAJEMEN 
130.608.000 - - 

2 GAJI DAN TUNJANGAN 21.535.134.000 27.382.679.000 5.847.545.000 

3 

OPERASIONAL DAN 

PEMELIHARAAN 

KANTOR 

1.575.747.000 1.831.115.000 255.368.000 

4 BELANJA MODAL 525.000.000 552.690.000 27.690.000 

 
JUMLAH I 23.766.489.000 29.763.059.000 6.130.603.000 

 
ABT ABT 2017 ABT 2018 KENAIKAN 

1 
BELANJA MODAL - - - 
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NO JENIS BELANJA 2017 2018 KENAIKAN 

2 OPERASIONAL DAN 

PEMELIHARAAN 

KANTOR 

100.000.000 - - 

 
 150.000.000 - - 

 
JUMLAH II 250.000.000 - - 

 
PAGU MINUS ABT 2017 ABT 2018 KENAIKAN 

1 
GAJI DAN TUNJANGAN 252.300.000 - - 

 
 5.079.719.000 3.664.629.009 1.415.089.991 

 
TOTAL 29.348.508.000 33.427.688.009 7.545.692.991 

 

Tabel 3.33 : Rekapitulasi ABT Pengadilan Tinggi Yogyakarta DIPA 03 Tahun 2018 

NO JENIS BELANJA 2017 2018 KENAIKAN 

1 BELANJA BARANG 86.232.000 113.582.000 27.350.000 

     

 ABT ABT 2017 ABT 2018 KENAIKAN 

1 
BELANJA BARANG 

              
22.500.000 

        17.036.000 -14.536.000 

 TOTAL 108.732.000 130.618.000 21.886.000 

  

 Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2017 Rp. 

252.300.000,-  ABT gaji dan tunjangan dialokasikan untuk tambahan belanja uang makan pegawai 

dan Rp. 5.079.719.000 untuk tambahan belanja gaji pegawai. Sementara tahun 2018 sebesar Rp. 

3.664.629.009 dialokasikan juga untuk tambahan belanja gaji pegawai dan tambahan belanja uang 

makan pegawai. 

 DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) terdapat  ABT sebesar Rp. 17.036.000,- untuk tambahan biaya 

pengawasan pelayanan publik dan Rp. 22.500.000,- untuk tambahan biaya pembinaan dan 

pengawasan.   
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E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI  

1. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP 

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya 

pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembenahan dan 

peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya 

keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi 

Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.  

Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Yogyakarta meningkatkan kemampuan SDM terutama 

dalam penggunaan sarana teknologi informasi termasuk server dengan mengadakan 

Diklat Di Tempat Kerja (DDTK). Pada tahun 2019 bandwith Internet yang semula 10 

Mbps ditingkatkan menjadi 25 Mbps demi meningkatkan konektifitas akses terhadap 

aplikasi / sistem berbasis elektronik yang ada di Mahkamah Agung RI termasuk SIPP.  

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan 

Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2018, adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.34 : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2018 

No 
Satuan 

Kerja 

Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya 

Internet Server PC Laptop Printer 
Access 

Point 
Router 

Switch 

Hub 

Layar 

Informasi 
KiosK 

1 PT 

Yogyakarta 

10 

Mbps 
4 51 30 30 7 1 4 2 

- 

2 PN 

Yogyakarta 

30 

Mbps 
2 68 22 39 16 2 24 8 3 

3 PN Sleman 20 

Mbps 
2 15 30 20 20 2 5 9 1 

4 PN Bantul Up to 

100 

Mbps 

2 27 19 23 6 2 2 1 1 

5 PN Wates Up to 

100 

Mbps 

1 31 8 31 4 1 9 2 
- 

6 PN 

Wonosari 

Up to 

100 

Mbps 

2 43 24 36 13 2 11 3 1 
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Gambar 3.1 : Server Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

 

 

Gambar 3.2 : Server Pengadilan Negeri Wates 

 

2. PUBLIKASI PERKARA (ONE DAY PUBLISH) 

One Day Publish dapat diartikan sebagai sejak perkara diputus maka satu hari (1 x 24 

jam) putusan tersebut ditayangkan / dipublish pada website. Hal tersebut merupakan 

prinsip layanan keterbukaan informasi perkara pada Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan dibawahnya. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, 

masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara melalui internet dari 

mana saja dan kapan saja sesuai dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/ SK/I/2011. 
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Masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara pada Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta maupun Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta, melalui Direktori 

Putusan Mahkamah Agung RI, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Pengadilan Negeri dan Sistem Informasi Putusan (SIPUT) Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta. 

1. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 

Merupakan portal yang menampilkan putusan pada Mahkamah Agung RI dan 4 

(Empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya. 

Masyarakat dapat mengunduh putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri se D.I. Yogyakarta dalam Direktori Putusan melalui :  

http://putusan.mahkamahagung.go.id/ 

 

Gambar 3.3 : Publikasi Putusan pada Direktori Putusan 

 

Rekapitulasi putusan yang diupload dalam Direktori Putusan MA RI tahun 2018 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.35 : Rekapitulasi upload putusan pada Direktori Putusan MA RI Tahun 2018 

No Satker Upload 

1 PT Yogyakarta 238 

2 PN Yogyakarta 136 

3 PN Sleman 1.357 

4 PN Bantul 601 

5 PN Wates 357 

6 PN Wonosari 257 
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2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)  

SIPP dari waktu ke waktu terus mengalami pembenahan serta peningkatan 

fasilitas. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri se D.I. 

Yogyakarta telah menerapkan SIPP, dimana data perkara pada SIPP Tingkat 

Banding dan SIPP Pengadilan Negeri saling terkoneksi sehingga informasi 

perkara dapat diakses masyarakat cukup melalui SIPP Pengadilan Negeri, baik 

itu proses pada tingkat pertama maupun banding.  

Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengunakan SIPP versi 3.1.2, sedangkan 

pada Pengadilan Negeri menggunakan SIPP versi 3.2.0-5. 

Alamat SIPP Web pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.36 : Alamat SIPP Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta 

No Satker Alamat SIPP 

1 PN Yogyakarta sipp.pn-yogyakota.go.id 

2 PN Sleman sipp.pn-sleman.go.id 

3 PN Bantul sipp.pn-bantul.go.id 

4 PN Wates sipp.pn-wates.go.id 

5 PN Wonosari sipp.pn-wonosari.go.id 

  

 

Gambar 3.4 : SIPP Pengadilan Negeri 

 

3. SIPUT Pengadilan Tinggi Yogyakarta 
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Sistem Informasi Putusan (SIPUT) merupakan portal informasi keadaan 

maupun Grafik perkara dan putusan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang 

dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja. Penggunaan SIPUT 

diharapkan dapat sebagai backup dari Direktori Putusan MA RI dan pendukung 

SIPP. 

Masyarakat dapat mengakses SIPUT melalui alamat :  

perkara.pt-yogyakarta.go.id 

Sejak dilakukan pengembangan versi 2.2, SIPUT Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

sampai dengan laporan tahunan ini dibuat telah diakses masyarakat 19.690 kali. 

 

Gambar 3.5 : Aplikasi SIPUT Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

 

Implementasi one day publish keterbukaan informasi perkara pada Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.37 : Jangka Waktu Publikasi Putusan pada SIPUT 

No 
Jenis 

Perkara 

Selisih Waktu Publikasi dengan Putusan 

Jumlah 1  

hari 

2 

hari 

3 

hari 

4 

hari 

Lebih  

4 hari 

Tidak 

publikasi 

1 Perdata 147 6 2 1 1 0 157 

2 Pidana 80 7 0 2 2 0 91 

3 Pidana 

Anak 

8 1 0 0 2 0 11 

4 Tipikor 6 0 0 0 0 0 6 

Total 241 14 2 3 5 0 265 
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Adapun rekapitulasi perkara “one day publish” adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.38 : One Day Publish Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

No One Day Publish Perdata Pidana Pidana Anak Tipikor 

1 One Day Publish 147 80 8 6 

2 Tidak One Day Publish 10 11 3 0 

Jumlah 157 91 11 6 
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F. REGULASI TAHUN 2018 

1. Undang Undang no 3 tahun 2009 jo Undang Undang nomor 5 tahun 2004 jo Undang 

Undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

2. Undang undang no 49 tahun 2009 jo Undang Undang no 2 tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum  

3. Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI. 

4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

5. Buku I Mahkamah Agung RI Tentang Administrasi Tata Persuratan Tata Kearsipan dan 

Administrasi Keprotokoleran, Kehumasan dan keamanan. 

6. Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan. 

7. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

8. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Dari KKN. 

9. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tipikor. 

10. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  

11. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja 

12. Undang Undang no  43 tahun 2009 tentang Kearsipan  

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : Nomor : Kma / 033 

/Skn/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, 

Pakaian Dinas Dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka.Peradilan Satu Atap Dibawah 

Mahkamah Agung  

14. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

15. PERPRES No. 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 s/d 2025. 

16. PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

17. SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan. 

18. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

19. SK SEKMA No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. 

20. SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

21. PERMENPAN No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi. 
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22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor : 008-

a/sek/sk/i/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik 

Indonesia 

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  113/Pmk.05/2012 Tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,  Pegawai Negeri, Dan Pegawai 

Tidak Tetap  

24. Surat Edaran Ketua mahkamah Agung RI, No 07/BUA.6/HS/SP/VIII/2012 tangal 7 

Agustus 2012 tentang Penandatanganan Pakta Integritas 

25. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

122/KMA/SK/VII/2013 tentang kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita 

26. PERMA  No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

27. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 

dan Tingkat Banding. 

28. PERMENPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. 

29. PERMENPAN-RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik. 

30. Peraturan MA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan 

Kesekretariatan Peradilan. 

31. PERMA No.7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.  

32. PERMA No.8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.  

33. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing 

System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. 

34. Surat Dirjen Badan Peradilan Umum No. 86/DJU/OT.01.3/9/2016 tentang Perubahan 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum  

35. Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung 

36. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 

37. Per Ka BKN No 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS 

38. Pertauran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Mahkamah 

Agung No 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan 
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39. Penegasan Ulang Beberapa Ketentuan Terkait Penanganan Perkara Di Pengadilan ( 

Surat Panitera MA Nomor 2590/Pan/Hk/01/9/2017 Tanggal 28 September 2017 )  

40. Peraturan Menteri Keuangan No 214 /PMK /.2 / 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi 

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara 

/ Lembaga. 

41. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 166 / KEP / 2017 Tentang 

Penamaan jalan Arteri ( Ring road ) Yogyakarta  

42. Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak 

Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum 

43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Pakaian 

Pada Acara Kenegaraan Dan Acara Resmi 

44. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 269 / KMA / SK / 

2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. 

45. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

77/DJU/SK/Hm02.3/2/2018 1530/ Tentang  Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri   

46.  Surat Dirjend Badan Peradilan Umum no 262 / DJU / KP 03 /3 / 2018 tanggal 6 Maret 

2018 tentang tata cara penerimaan tamu / kunjungan dari Dirjend Badilum 

47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 200 / KMA / SK / X / 2018 Tentang Kelas, 

Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding 

pada Empat Lingkungan Peradilan 

49. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI no 55/ PA/SK/XII/2018 tentang 

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan kerja 

Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang ada di bawahnya 

50. Surat Keputusan Dirjend Badan Peradilan Umum No 271 / DJU / SK / PS 01 /4 / 2018 

tentang Adminstrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. 

51. Surat Dirjend Badan Peradilan Umum No 1153 / DJU / HM 02.3 / 12 / 2018 tentang 

register elektronik pada Pengadilan 

52. Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di 

pengadilan secara elektronik 
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53. Keputusan Dirjend Badan Peradilan Umum Nomor : 1939 /DJU / SK /HM.02.3 /10 

/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang telah di minutasi pada 

Pengadilan tingkat Pertama 

54. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI NO 1380/kp.04.1/11/2018 tangal 12 Nopember 

2018 tentang Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis 

55. Peraturan Direktur Jendral Anggaran Nomor : PER-1/ AG / 2018 tentang Pedoman 

teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran 

56. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 

Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test 

Badan Kepegawaian Negara 

57. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai 

Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 

58. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi 

Pegawai Negeri Sipil  Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 

59. Surat edaran Mahkamah Agung no 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 

bagi Pengadilan 

60. Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan 

Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan 

61. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SKA/II/2018 tentang Program 

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu. 

62. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1355/SEK/KP.01.2/10/2018 tanggal 29 

Oktober 2018 Tentang Status Kepegawaian dan Hak Keuangan Calon Hakim yang akan 

ditempatkan di Pengadilan tempat magang  

63. Surat Edaran Direktur Jendral tentang format lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

bagi Tenaga Teknis di lingkungan Peradilan Umum 

64. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R I Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan di bawahnya 

65. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung no 2 tahun 2018 tentang Pemberlakuan surat 

edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 terhadap semua jenis Surat Keterangan 
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66. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum MA nomor 1017 / DJU / OT.01.3 /10 / 

2017 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Kewajiban Pengadilan Untuk Menerapkan 

Kerangka Kerja Peradilan Unggul ( IFCE ) 

67. Peraturan Kepala BKN No 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan 

Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil 

68. Surat Kepala Kantor Regional I BKN Nomor : K.Reg I/20151 / 2018  tanggal 15 

Oktober 2018 tentang Implementasi Peraturan BKN Nomor 2 tahun 2018 

 

G. KEGIATAN LAIN-LAIN 

1. PELAKSANAAN SAKIP 

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan 

akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil 

(outcome), diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan 

efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah 

menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain : 

1. Rencana Strategis (Renstra). 

2. Indikator Kinerja Utama (IKU). 

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

4. Perjanjian Kinerja (PKT). 

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

6. Program Kerja (PK). 

Pada periode 2018, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I Yogyakarta telah 

dilakukan penilaian, sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 3.39 : Rekapitulasi Nilai LkjIP Tahun 2017 

No Satuan Kerja 
LKjIP 2015 LKjIP 2016 LKjIP 2017 

Score Nilai Score Nilai Score Nilai 

1 PT Yogyakarta 74,72 B 76,23 BB 76,70 BB 

2 PN Yogyakarta 69,82 B 72,92 B 74,23 B 

3 PN Sleman 69,72 B 71,30 B 69,57 B 
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4 PN Bantul 70,76 B 71,41 B 72,81 B 

5 PN Wates 71,15 B 72,18 B 73,22 B 

6 PN Wonosari 70,82 B 71,71 B 72,24 B 

 

Berdasarkan data diatas, nilai LKjIP pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan 

Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta selain Pengadilan Negeri Sleman mengalami 

peningkatan dan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut : 

 

 

2. TATA PERSURATAN 

Demi mewujudkan tata persuratan yang lebih tertib dan teratur serta memudahkan 

dalam pencarian data maupun kontrol dari semua pihak yang terlibat, pengelolaan 

persuratan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. 

Yogyakarta dilaksanakan secara manual dan elektronik menggunakan aplikasi PTSP 

seiring dilaksanakannya PTSP.  
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Gambar 3.6 : Aplikasi PTSP Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

 

Adapun Rekapitulasi Surat pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.40 : Rekapitulasi Surat Tahun 2018 

No Bulan Surat Masuk 
Surat Keluar 

ST SK Surat Umum Jumlah 

1 Januari 874 7 22 315 344 

2 Februari 388 9 10 180 199 

3 Maret 422 12 11 196 219 

4 April 400 20 26 270 316 

5 Mei 387 13 11 171 195 

6 Juni 225 15 4 114 133 

7 Juli 525 16 6 161 183 

8 Agustus 426 25 12 208 245 

9 September 359 44 15 44 103 

10 Oktober 475 22 10 196 228 

11 November 367 30 5 212 247 

12 Desember 281 16 9 211 236 

Jumlah 5.129 229 141 2.278 2.648 

 

3. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mempunyai ruangan tersendiri yang 

terletak di gedung unit timur lantai II. Pengelolaan perpustakaan sudah menggunakan 

aplikasi berbasis OPAC SENAYAN dan sudah dapat diakses melalui website 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Jumlah buku yang sudah dioalah (pendataan, 

katalogisasi, labeling, selving) dimasukkan / input data digital pada aplikasi SENAYAN 
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sebanyak 2.608 eksemplar. Tentang jumlah buku secara rinci belum bisa diketahui, 

masih dalam proses. Perpustakaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah mempunya 

ruang baca yang memadai.  

Pada bulan Desember 2017 ada sosialisai dari Perpustakaan Mahkamah Agung RI 

tentang aplikasi baru bernama INLIS Lite. Sampai saat ini masih dalam proses untuk 

migrasi database dari SENAYAN ke INLIS Lite sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung 

RI.  

Ada Kendala dalam migrasi data dari aplikasi SENAYAN ke INLIS Lite, karena sever 

PERPUSNAS kena Hacker. 

Perpustakaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diakses melalui website dengan 

alamat : perpustakaan.pt-yogyakarta.go.id. 

 

4. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

Dalam rangka peningkatan kinerja dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 2 (dua) setiap tahunnya. Adapun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut  : 

Tabel 3.41 : Pelaksanaan Survei IKM Tahun 2018 

No Kategori 
Periode Tahun 2018 

Semester 1 Semester 2 

1 Tujuan Mengetahui dan 

mempelajari kinerja 

pelayanan di Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta 

sehingga memperoleh 

gambaran untuk 

menetapkan kebijakan 

dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan sesuai 

peraturan perundang-

undangan, selain itu untuk 

mengetahui tingkat 

kepuasan pelayanan 

melalui hasil pendapat dan 

penilaian masyarakat 
terhadap kinerja pelayanan 

yang diberikan oleh 

aparatur penyelenggara 

pelayanan publik. 

Mengetahui dan mempelajari 

kinerja pelayanan di 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

sehingga memperoleh 

gambaran untuk menetapkan 

kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas 

pelayanan sesuai peraturan 

perundang-undangan, selain 

itu untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelayanan melalui 

hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur penyelenggara 
pelayanan publik. 
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No Kategori 
Periode Tahun 2018 

Semester 1 Semester 2 

2.  Responden Masyarakat  

 

Pengadilan Negeri se D.I. 

Yogyakarta 

3. Jumlah 

Responden 

119  

 

179  

4. Hasil 81,37  

 

80,26 

 

5. PENGHARGAAN YANG DITERIMA 

a. Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Terdapat 2 (Dua) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta mendapatkan prestasi yang membanggakan dalam perlombaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diadakan oleh Dirjen Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung RI pada Tahun 2018.  

Untuk Kategori Pengadilan Negeri Klas I.B, Pengadilan Negeri Wates mendapatkan 

Juara III, sedangkan sebagai Kategori Pengadilan Negeri Klas II, Pengadilan Negeri 

Wonosari juga mendapatkan Juara III. 

  

Gambar 3.7 : Penghargaan Lomba PTSP 
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b. Keterbukaan Informasi Badan Publik 

Wujud nyata implementasi UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, SK 

KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 

adalah dengan adanya penyajian informasi publik dan transparansi putusan yang 

dapat diakses melalui website.  

Dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta 

Tahun 2018, Pengadilan Tingi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul masing-

masing mendapatkan predikat Terbaik II dan III Keterbukaan Informasi Badan 

Publik kategori Lembaga Yudikatif DIY. 

  

Gambar 3.8 : Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 

 

c. Pengelolaan Anggaran 

Tahun 2018 merupakan tahunnya Pengadilan Negeri Wates dalam hal pengelolaan 

anggaran terbukti dengan penghargaan sebagai Peringkat Terbaik Pertama dari 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates terkait Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2018 dan sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik dengan 

Nilai Pagu Non Belanja Pegawai s.d. 5 Milyar dari Dirjen Perbendaharaan Kantor 

Wilayah Yogyakarta. 

  

Gambar 3.9 : Penghargaan PN Wates terkait Pelaksanaan Anggaran  
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6. PEMBINAAN PIMPINAN 

Demi terwujudnya Pengadilan Yang Agung (Court of Excellent), Pimpinan Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta selalu mengadakan pembinaan ke Pengadilan Negeri se D.I. 

Yogyakarta selama tahun 2018, antara lain : 

a. Pembinaan Wakil Ketua dan Sekretaris Pengadilan tinggi Yogyakarta kepada 

Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri se D.I. 

Yogyakarta tanggal 20 Februari 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Bantul terkait 

Pengelolaan Keuangan yang Inovatif, Tepat Sasaran, Transparan dan Akuntabel. 

b. Pembinaan Wakil Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Staf 

TI Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tanggal 22 Februari 2018 bertempat di 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta terkait Peran dan Dukungan Teknologi Informasi 

dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik. 

c. Pembinaan Ketua dan Wakil Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua 

Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tanggal 8 Maret 2018 bertempat di 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta terkait Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), LHKPN, Organisasi dan peran serta 

wewenang sebagai Ketua Pengadilan Negeri. 

d. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri 

se D.I. Yogyakarta tanggal 17 Juli 2018 bertempat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

terkait hasil Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI di Balikpapan. 

e. Pembinaan Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Biro 

Perencanaan MA RI kepada Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan Pengadilan 

Negeri se D.I. Yogyakarta tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta terkait Evaluasi dan  SAKIP dan LkJIP. 

f. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan  Maryana SH., MH, Hakim 

Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Hakim Pemilu pada Pengadilan 

Negeri se D.I. Yogyakarta tanggal 15 November 2018 bertempat di Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta terkait Penanganan Tindak Pidana Pemilu. 

g. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri 

se D.I. Yogyakarta tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Pengadilan Negeri 

Wates terkait Pelaskanaan Sidang Tepat Waktu. 

 

 

7. KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER 
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Untuk mendukung program-program yang berjalan, tahun 2018 Pengadilan di D.I. 

Yogyakarta menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder sesuai dengan bidang 

masing-masing. Hal tersebut sangat efektif guna meningkatkan fungsi pelayanan bagi 

Pengadilan maupun stakehoder itu sendiri. Bentuk kerja sama yang dilakukan 

diantaranya adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) antara Pengadilan Negeri, 

Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor dan Rumah Tahanan Negara. Seperti pada 

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjalin kerjasama dalam hal Penyuluhan Hukum 

Melalui Radio (On Air) dengan Radio Retjo Buntung, Pembayaran PNBP Fungsional 

Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia, Peningkatan Pelayanan Terpadu Identitas Hukum 

Bagi Masyarakat Kota Yogyakarta dan lain-lain. 

 

Gambar 3.10 : PN Yogyakarta menjalin Kerjasama Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

(SPPT)  
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BAB IV 

PENGAWASAN 

 

A. INTERNAL 

1. PENGAWASAN BIDANG 

Hakim Tinggi Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan ke masing-masing 

bidang dan telah membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin setiap 

bulan. Hasil pengawasan telah dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta selaku koordinator pengawasan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. 

Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bidang, pada tahun 2018 Ketua Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukkan Hakim 

Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain : 

a. Nomor : W13.U / 17 / SK / KPT / I / 2018 tanggal 31 Januari 2018 Perihal SK 

Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah & Hakim Tinggi Pengawas Bidang 

Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

b. Nomor : W13-U/206/KPT/SK/KP.10.10/IX/2017 tanggal 28-09-2017 Perihal Tim 

Hakim Pengawas SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta. 

 

2. PENGAWASAN REGULER 

Pengadilan Tingkat Banding selaku Voorpost Mahkamah Agung RI harus dapat 

memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung 

terhadap bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang 

Pengawasan dan Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 tahun 2016.  

Pada tahun 2018, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah 

dilaksanakan Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebanyak 2 

(dua) kali sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

tentang Penunjukkan Tim Pengawas dan Pemeriksa terhadap jalannya Peradilan pada 

Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara 

lain : 

1. Nomor : W13.U/52/SK/KPT/IV/2018, tanggal 17 April 2018 Tentang 

Penunjukan Tim Pengawasan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Wilayah 

Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 
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2. Nomor : Nomor W13.U/142/SK/KPT/XI/2018 tanggal 12 November 2018; 

Tentang Penunjukan Tim Pengawasan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di 

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

 

B. EVALUASI 

Temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari hasil pengawasan tersebut dilakukan evaluasi 

setiap bulan pada saat brieving bulanan yang diadakan pada minggu kedua setiap 

bulannya. Terhadap hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara 

komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian Laporan Tahunan 2018 sebagaimana disampaikan di depan dapat 

memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

beserta Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta, antara lain: 

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan 

Negeri di bawahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 

2. Percepatan penyelesaian perkara baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah 

dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. 

3. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung 

dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan 

pada semua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta. 

Pada masing-masing pengadilan sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP). 

4. Pembinaan dan pengawasan internal pada masing-masing satuan kerja Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah ditunjuk dan di 

SK-kan Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus 

dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif.   

5. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

monitoring dan surveilan ke Pengadilan Negeri di bawahnya. 

6. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib 

sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA satuan kerja 

masing-masing serta telah dilakukan evaluasi secara berkala sehingga prosentase 

realisasi setiap tahun meningkat.  

7. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang 

kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. 

Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana 

diperlukan tenaga kerja yang profesional.  

8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pimpinan maupun tuntutan publik 

dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang saat ini masih kurang dalam 

spesifikasinya. 
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9. Dalam rangka mendukung program-program Mahkamah Agung RI yang berjalan dan 

guna meningkatkan fungsi pelayanan, masing-masing pengadilan menjalin kerjasama 

dengan stakeholder sesuai bidang masing-masing. 

 

B. SARAN 

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara lain : Ruang Sidang, Ruang Rapat, Ruang 

Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Arsip Perkara maupun Kesekretariatan, 

Kendaraan Dinas, meubelair serta peralatan dan mesin. 

2. Pengadilan Negeri Bantul membutuhkan anggaran pembangunan ulang gedung bagian 

belakang karena kebutuhan ruangan yang semakin banyak dan masih menggunakan 

spesifikasi gedung lama. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Wates membutuhkan 

lahan parkir yang memadai agar bisa menampung kendaraan bagi masyarakat pencari 

keadilan dimana sementara ini parkir di bahu jalan raya yang sangat membahayakan 

keselamatan.  

3. Peningkatan kualitas SDM perlu diadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala. 

4. Perlu penambahan tenaga pegawai, baik untuk menggantikan pegawai yang memasuki 

masa pensiun, maupun untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu, antara lain: 

pranata komputer, arsiparis dan pustakawan. 

5. Mohon kiranya dapat ditinjau untuk Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri, Hubungan 

Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA menjadi Kelas IA Khusus. 

 



 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/148/SK/KPT/ 

XII/2018 Tanggal 11 Desember 2018 Tentang Pembentukkan Tim Penyusun 

Laporan Tahunan Pengadiln Tinggi Yogyakarta Tahun 2018. 
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